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PERNYATAAN KEASLIAN

2 yang bertanda tangan di bawah ini:
: Umarwan Sutopo
1 F02213007

m : Magister (S-2)

: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
yatakan bahwa Tesis dengan judul:

1 dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU
6 Tahun 2014 (Analisis Hukum Positif dan Maslahah Mursalah Terhadap

Sanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan ke

camatan Balong
Kabupaten Ponorogo)

figan  sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan
hasil penelitian atan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu
2 telah diberikan keterangan pengutipan sebgaimana etika akademis yang
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